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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
Pembangunan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
hidup dari suatu negara demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Pembangunan 
yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhi semua kebutuhan 
hidup. Namun tidak semuanya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang 
baik, seperti adanya kemiskinan. Kemiskinan yang ditandai dengan penghasilan 
yang rendah ataupun kondisi ekonomi yang kurang baik menyebabkan suatu rumah 
tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni. 
Permasalahan perumahan juga disebut sebagai salah satu yang dapat digunakan 
dalam menetapkan standar kemiskinan, dimana penduduk miskin menempati 
rumah yang tidak layak untuk dihuni. 
Memiliki Rumah layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi rakyat 
Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 
H hasil amandemen ke IV, dijelakan bahwa rumah adalah salah satu hak dasar 
setiap rakyat  Indonesia, maka setiap warga  negara berhak untuk bertempat tinggal 
dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, setiap rakyat 
Indonesia berhak untuk memiliki rumah yang layak huni.
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Rumah merupakan salah satu jenis kebutuhan jasmani yang tergolong pada 
kebutuhan primer atau kebutuhan dasar yang bersifat material yang memerlukan 
pemenuhan. Hal ini berarti, bahwa pemenuhan kebutuhan rumah berpengaruh pada 
terhadap derajat kesejahteraan masyarakat. Apabila kebutuhan rumah ini tidak dapat 
dipenuhi, maka masyarakat tersebut akan mengalami gangguan atau hambatan dalam 
melaksanakan fungsi sosialnya.Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau 
tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian 
baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak huni ini erat 
kaitannya dengan pemukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah inilah kita dapat 
melihat masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai. 
Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan telah membuat program-
program yang berupaya untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya yaitu 
pelaksanaan program rumah tidak layak huni yang perlu mendapatkan perhatian 
khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera, karena tempat tinggal merupakan 
tempat yang paling utama untuk saling berbagi dan bertahan hidup. Dinas Perumahan, 
Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bandung, dalam pelaksanaan program rumah 
tidak layak huni telah dijadikan indikator dan kinerja organisasi. Namun pada 
kenyataan di lapangan, masih terdapat masalah mengenai efektivitas pelaksanaan 
program rumah tidak layak huni yang tidak mencapai jumlah target. Perlu diketahui 
bahwa efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor 
publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai 
pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang 
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merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas merupakan suatu 
ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) yang telah 
dicapai. Semakin besar target yang dicapai, maka akan semakin tinggi tingkat 
efektivitas. Efektivitas bila dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah 
(pelaksana pembangunan), maka efektivitas yang hendak dicapai orientasinya lebih 
bertuju pada pengeluaran (output).  
Berikut gambaran perkembangan efektivitas program rumah tidak layak huni 
tahun 2012-2016 Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten 
Bandung. 
Tabel 1.1 
Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2012-2016 
NO TAHUN 
Jumlah Unit 
RTLH 
Realisasi 
Perbaikan 
RTLH 
Persentase 
(%) 
1 2012 1100 1100 100 
2 2013 1140 720 63.15 
3 2014 1445 1400 96.88 
4 2015 1208 545 45.11 
5 2016 1000 885 88.50 
 TOTAL 5956 4650 78.07 
(Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten 
Bandung) 
Tabel 1.1. diatas menunjukkan bahwa realisasi perbaikan rumah tidak layak 
huni selama kurun waktu 2012-2016 adalah pada tahun 2012 realisasi perbaikan 
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berjumlah 1100 sama dengan jumlah target, tahun 2013 realisasi perbaikan berjumlah 
720 unit dengan selisih 420 unit yang tidak terealisasi dari jumlah target, tahun 2014 
realisasi perbaikan berjumlah 1400 dengan selisih 45 unit yang tidak terealisasi dari 
jumlah target, tahun 2015 realisasi perbaikan berjumlah 545 unit dengan selisih 665 
unit yang tidak terealisasi dari jumlah target, dan pada tahun 2016 realisasi perbaikan 
berjumlah 885 unit dengan selisih 115 unit yang tidak terealisasi dari jumlah target. 
Adapun jika dilihat dari presentase selama tahun 2012 sampai 2016, hanya tahun 2012 
yang mencapai 100%, sedangkan pada tahun 2013 presentasenya menurun sebesar 
63,15%, pada tahun 2014 presentasenya meningkat sebesar 96.88%, pada tahun 2015 
presentasenya menurun sebesar 45.11%, dan pada tahun 2016 presentasenya kembali 
meningkat sebesar 88.50%. Meskipun ada yang mengalami peningkatan hal itu belum 
bisa memenuhi target yang telah ditentuakan. 
Berdasarkan data masalah efektivitas program rumah tidak layak huni, terlihat 
bahwa masalah efektivitas program rumah tidak layak huni ini kurang efektif karena 
setiap tahunnya sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya tidak terealisasi seluruhnya, 
masih banyak rumah yang perlu diperbaiki. Tidak efektifnya program rumah tidak 
layak huni diduga dipengaruhi oleh belum efektifnya kinerja aparatur pemerintah. Hal 
tersebut terlihat pada capaian kinerja program rumah tidak layak huni pada Dinas 
Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung sebagai berikut:  
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Tabel 1.2 
Capaian Kinerja 
2012 2013 2014 2015 2016 
17,3 % 22,3 % 27.3 % 32,3 % 85,89% 
(Sumber: Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten 
Bandung) 
Berdasarkan tabel 1.2. diatas dapat dilihat bahwa capain kinerja untuk program 
rumah tidak layak huni kurun waktu 2012-2016 meningkat akan tetapi dalam 
peningkatannya tidak begitu signifikan, hanya capaian kinerja tahun 2016 yang 
menunjukan angka 85,89%. Pada kondisi ini, bahwa kinerja pegawai dan semangat 
pegawai dalam melaksanakan tugas dan program pemerintah belum optimal dalam 
pencapain tersebut. Kinerja sebagai suatu dasar seseorang yang dengan sendirinya 
berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan secara efektif atau sangat berhasil. Kinerja 
merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program 
kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi 
yang dituangkan melalui perencnaan startegis suatu organisasi. Kinerja Aparatur  
merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya, karena sumber daya yang efektif memiliki dua tujuan yaitu menjadi 
panduan dalam membuat keputusan dalam organisasi dan sebagai dasar dalam 
melakukan evaluasi kerja. 
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Berdasarkan fenomena dan data yang diperoleh peneliti pada Dinas Perumahan, 
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung, maka peneliti tertarik untuk 
meneliti lebih jauh tentang “PENGARUH KINERJA APARATUR 
PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM RUMAH TIDAK 
LAYAK HUNI DI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN 
PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG.” 
1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti 
mengindentifikasi masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Tidak efektifnya program rumah tidak layak huni yang menyebabkan masih 
banyaknya rumah yang perlu diperbaiki. 
2. Realisasi perbaikan rumah tidak layak huni belum mencapai target. 
3. Kinerja pemerintah yang belum efektif dalam menjalankan program rumah 
tidak layak huni. 
1.3. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka 
penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Adapun 
batasan-batasan masalah ini adalah sebagai berikut: 
1. Tidak efektifnya program rumah tidak layak huni. 
2. Kinerja aparatur pemerintah yang belum efektif dalam menjalankan program 
rumah tidak layak huni. 
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1.4.    Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, 
maka peneliti merumuskan masalah penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut: 
“Seberapa besar pengaruh kinerja aparatur pemerintah terhadap efektivitas program 
rumah tidak layak huni di Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten 
Bandung ?” 
1.5.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari dilaksanakannya penelitian 
ini adalah: “Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kinerja aparatur pemerintah 
terhadap efektivitas program rumah tidak layak huni di Dinas Perumahan, Permukiman 
Dan Pertanahan Kabupaten Bandung”. 
1.6.  Kegunaan Penelitian 
Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teoritis 
Pada prinsipnya untuk mengembangkan teori-teori akademis dalam rangka 
memberikan kontribusi pemikiran dari segi efek keilmuan dan secara akademik 
dalam pengembangan konsep-konsep serta teori-teori kinerja aparatur 
pemerintah dan efektivitas program rumah tidak layak huni. 
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung 
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Kegunaan penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi salah satu ide 
kedepan bagi pemerintah khususnya bagi dinas terkait guna memperbaiki dan 
mengembangkan kinerja aparatur pemerintah terhadap efektivitas program 
rumah tidak layak huni. 
b. Bagi Umum 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi 
pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. 
 
1.7.  Kerangka Pemikiran 
Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor 
publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai 
pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang 
merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Menurut Mahmudi (2010:86) menjelaskan pengertian efektivitas adalah 
sebagai berikut: 
“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar 
kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin 
efektif organisasi, program atau kegiatan”. 
Efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang 
mengacu pada hasil guna suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan 
sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil 
tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. 
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Rumah Tidak Layak Huni merupakan program, kegiatan yang diselenggarakan 
oleh pemerintah, khususnya oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 
Kabupaten Bandung. Program rumah tidak layak huni merupakan salah satu upaya 
untuk penanggulangan kemiskinan. Program Rumah Tidak Layak Huni adalah suatu 
hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan 
untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Pada umumnya rumah tidak layak 
huni erat kaitannya dengan permukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah 
permukiman kumuh tergambar kemiskinan masyarakat. Maka untuk mencapai tujuan, 
kemampuan apartur pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan efektivitas 
pelaksanaan program rumah tidak layak huni.  
Menurut Budiani (2007:53) untuk mengukur efektivitas suatu program dapat 
dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: 
1. Ketepatan sasaran program 
Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan 
sebelumnya. 
2. Sosialisasi program 
Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi 
program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat 
tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran program pada 
khususnya. 
3. Pencapaian tujuan program 
Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan 
program yang telah ditetapkan sebelumnya. 
4. Pemantauan program 
Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai 
bentuk perhatian kepada pelanggan. 
Kemudian menurut (Chabib Soleh dan Suripto. 2011:3) kinerja adalah 
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“Gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan 
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang 
dalam perumusan perencanaan strategis (strategic planing).” 
Adapun menurut Tangkilisan dalam (Kartiwa dan Nugraha. 2012:158) kinerja 
merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Semakin tinggi kinerja organisasi, 
semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi. Jadi suatu organisasi dikatakan 
memiliki kinerja yang optimal, jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi 
para pemegang sahamnya. Jika organisasi itu bersifat publik, maka pemegang saham 
itu sangat banyak jumlahnya yaitu keseluruhan masyarakat di daerah. 
Sedangkan menurut Robertson (2002) dalam Mahsun (2014:25) pengukuran 
kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran 
yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas:efesiensi pengguanaan 
sumberdaya dalam menghasilakan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil 
kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalm 
mencapai tujuan.  
Menurut Makmur (2013:235) karakteristik aparatur pemerintah yang dapat 
dikategorikan memiliki kinerja yang tinggi dapat diukur melalui: 
1. Prestasi.  
Salah satu ukuran aparatur pemerintah memiliki kinerja tinggi kaitannya 
dengan menyelesaikan tugas atau kewenangan yang dipercayakan kepadanya 
adalah melalui prestasi kerja. 
2. Percaya diri. 
Tidak ada aparatur pemerintah yang memiliki kinerja tinggi jika percaya diri 
tidak kuat karena percaya diri merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk 
melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu 
mencapai predikat terpuji. 
3. Pengendalian diri.  
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Kematangan perilaku (kesabaran) aparatur pemerintah merupakan gambaran 
kemampuan mengendalikan diri dari berbagai gangguan emosi sehingga dapat 
melahirkan kinerja yang tinggi. 
4. Kompetensi.  
Kemahiran atau kematangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan 
sumber utama untuk menciptakan aparatur pemerintah dapat memiliki kinerja 
yang tinggi. 
Adapun keterkaitan antara kinerja apartur pemerintah dan efektivitas 
pelaksanaan program rumah tidak layak huni adalah sebagai berikut: 
Menurut Sudarmanto (2015:6), kinerja akan selalu menjadi isu aktual dalam 
organisasi karena apapun organisasinya kinerja merupakan pertanyaan kunci terhadap 
efektivitas atau keberhasilan suatu program organisasi. Organisasi yang berhasil dan 
efektif merupakan organisasi dengan individu yang didalamnya memiliki kinerja yang 
baik. Organisasi yang efektif atau berhasil akan ditopang oleh kinerja sumber daya 
manusia. Sebaliknya, tidak sedikit organisasi yang gagal karena faktor kinerja sumber 
daya manusia. Dengan demikian, ada kesesuaian antara keberhasilan organisasi atau 
kinerja organisasi denga kinerja individu atau sumberdaya manusia. 
Gambar 1.1 
Kerangka Pemikiran 
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1.8. Hipotesis 
Dalam penelitian ini perlu diberikan hipotesis dimana hipotesis ini merupakan 
dugaan yang mungkin benar atau salah. hipotesis merupakan jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan 
dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2013:70). 
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis 
sebagai berikut: 
Ha = Terdapat pengaruh yang signifikan dari kinerja aparatur 
pemerintah (X) terhadap efektivitas program rumah tidak 
layak huni di Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan 
Kabupaten Bandung (Y) 
Ho = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kinerja aparatur 
pemerintah (X) terhadap efektivitas program rumah tidak 
layak huni di Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan 
Kabupaten Bandung (Y) 
 
